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Abstract

Government agencies continue to simplify the flow of services, one of which is the Sengkang
District Court (Sengkang District Court) through the One-Stop Integrated Service (PTSP)
policy. The question arises whether this policy is in line with the Public Service Motivation
(PSM) owned by employees. This article is the result of qualitative research, research data
comes from observations at PTSP PN Sengkang, interviews with leaders, employees, and
community service users, documentation comes from regulations related to PTSP, then
analyzed using reduction, display and verification techniques which are presented narratively,
the results of the study show the implementation of PTSP fulfills the elements of Public Service
Motivation (PSM), namely Altruism (attitude that attaches importance to the interests of
others). Norm-based (serving the public interest based on norms). Affective (commitment to
public programs).

Keywords: PTSP, PSM, altruism, norm-based, affective.

Pendahuluan bertujuan untuk memberikan

Dalam rangka penyederhanaan perlindungan dan kepastian hukum
alur pelayanan untuk memudahkan kepada masyarakat; memperpendek
masyarakat untuk = memperoleh proses  pelayanan; mewujudkan
pelayanan prima dalam rangka proses pelayanan yang cepat, mudah,
perbaikan wajah birokrasi yang murah, transparan, pasti, dan
selama ini dipandang sebagai sebuah terjangkau; mendekatkan dan
sistem yang rumit dan membutuhkan memberikan pelayanan yang lebih
proses yang  panjang, maka luas kepada masyarakat (Presiden RI
pemerintah melalui berbagai 2014).

kebijakan terus mengupayakan hal
tersebut, salah satu programnya
adalah pelayanan terpadu, melalui
Peraturan Pemerintah No. 97 tahun
2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

Setiap kebijakan dan program yang
dicanangkan pemerintah khususnya
yang terkait dengan upaya perbaikan
kualitas pelayanan harus dibarengi
oleh motivasi para aktor dalam hal ini
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aparatur negara, hal ini diperlukan
untuk optimalisasi program karena
pada dasarnya manusia memiliki dua
sifat dasar dalam bekerja menurut
teori X dan Y, Teori X menyatakan
bahwa pada dasarnya karyawan yang
bekerja pada suatu perusahaan secara
alami tidak termotivasi dan tidak suka
bekerja, Teori Y menyatakan bahwa
pada dasarnya karyawan yang bekerja
pada suatu perusahaan menyenangi
pekerjaannya, termotivasi, kreatif,
bangga terhadap hasil kerjanya yang
baik, bekerja penuh dengan tanggung
jawab dan senang untuk menerima
tantangan (McGregor 1960).

Untuk mencapai kinerja aparatur
negara yang berkualitas maka perlu
ditumbuhkan motivasi kerja yang
tinggi yang berpengaruh langsung
pada kinerja organisasi. Terutama
dalam kinerja pelayanan publik
diperlukan keterampilan,
kemampuan dan sarana prasarana
sebagai pendukung dari aspek utama
yaitu keinginan melayani atau
motivasi. Public Service Motivation
(PSM) sebagai kecenderungan
individual untuk merespon terhadap
motif-motif dasar yang unik dalam
institusi dan organisasi publik. Teori
ini didasarkan pada pendapat bahwa
terdapat orang-orang yang tertarik
dan termotivasi untuk bekerja di
sektor publik. Semakin tinggi PSM
yang dimiliki individu, maka semakin
besar kemungkinannya untuk bekerja
di sektor publik. PSM berhubungan
secara  positif dengan kinerja
individual di organisasi sektor publik
(Perry and Wise 1990).
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Salah satu yang menyebabkan
sebuah organisasi tidak mendapatkan
pegawai terbaik adalah karena proses
rekruitmen yang buruk, masalah
klasik seperti korupsi, kolusi dan
nepotisme menyebabkan masuknya
pegawai yang tidak kompeten
sehingga merusak sistem organisasi
bagai “tumor ganas” yang selalu
menggerogoti. Penelitian
menunjukkan 95 persen eksekutif
keuangan yang disurvei oleh Robert
Half International mengatakan bahwa
membuat kontrak yang buruk
setidaknya menimbulkan dampak
moral pada tim. Dalam banyak kasus,
karyawan yang buruk tidak bergaul
dengan karyawan lain atau tidak
beradaptasi dengan baik dengan
karyawan lainnya. Hal ini dapat
menyebabkan masalah tambahan bagi
kekompakan tim dan Kkinerja tim
(Robert Half Internasional 2017).
Salah satu indikator kinerja pada
organisasi sektor publik adalah
kepuasan  masyarakat terhadap
pelayanan yang diberikan maka dari
itu sangat penting untuk merekrut
aparatur negara yang memiliki
motivasi yang  tinggi dalam
memberikan pelayanan. Salah satu
poin penilaian yang sangat penting
dalam proses perekrutan pegawai
adalah  aspek  motivasi, Perry
mengemukakan bahwa motivasi
secara luas dipahami sebagai
kekuatan yang memberi energi,
mengarahkan, dan mempertahankan
perilaku (Perry 1997). Public Service
Motivation (PSM) digunakan sebagai
salah satu metode untuk menganalisa
kualitas pegawai baik untuk tujuan
perekrutan maupun pengembangan.
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Penelitian yang dilakukan oleh
Raffaela Palma, Anna Crisci dan
Gianluigi Mangia di [talia
mengemukakan bahwa individu
dengan orientasi yang kuat untuk
berbuat baik kepada orang lain dan
masyarakat juga lebih berorientasi
untuk membantu pengguna layanan
publik (Palma, Crisci, and Mangia
2020). Selain memiliki motivasi
melayani yang tinggi orang dengan
Public Service Motivation (PSM) juga
memiliki kinerja yang baik dalam
pekerjaan lain sesuai dengan temuan
Jacqueline Carpenter, Dennis
Doverspike dan Rosanna F. Miguel di
Amerika Serikat bahwa motivasi
sektor publik atau PSM selain
memiliki kegunaan memprediksi
kualitas penyampaian layanan juga
dapat memprediksi kualitas pegawai
pada bidang pekerjaan yang lain
(Carpenter, Doverspike, and Miguel
2012). Selain kualitas pelayanan dan
kinerja pada bidang yang lain Public
Service Motivation (PSM) juga dapat
digunakan untuk menganalisa
kualitas kepemimpinan seseorang
seperti yang disampaikan Broekema,
W., Porth, |, Steen, T., & Torenvlied, R.
bahwa pemimpin dengan motivasi
pelayanan publik atau PSM yang lebih
kuat berusaha lebih keras dalam
pembelajaran  instrumental dan
pembelajaran politik yaitu kognitif,

perilaku, akuntabilitas dan
komunikasi eksternal (Broekema et al.
2019). Penelitian terdahulu

mengemukakan bahwa orang dengan
motivasi melayani yang tinggi atau
disebut sebagai PSM cenderung
memiliki kinerja yang baik dan juga
merupakan sosok pemimpin yang
visioner dan berpikiran terbuka akan
tetapi penelitian terdahulu belum
menganilisa kaitan antara PSM
dengan program pelayanan terpadu,
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maka dalam artikel ini kami
membahas mengenai PSM dan
pelayanan terpadu satu pintu pada
Pengadilan Negeri Sengkang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif yaitu penelitian
yang mengandalkan analisis
mendalam pada fenomena atau objek
penelitian, peneliti sebagai instrumen
yang mengunakan observasi,
wawancara, dan dokumentasi sebagai
metode pengumpulan data dan
sumber pustaka relevan dan valid
yang berasal dari jurnal nasional
terakreditasi dan jurnal internasional
bereputasi sebagai bahan diskusi dan
pembanding. Analisis data yang
digunakan mengutip pendapat miles
dan huberman yaitu tahap reduksi
data, display data, dan kesimpulan
atau verifikasi. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, serta dicari tema dan
polanya dengan teks yang bersifat
naratif. Display atau penyajian data
menggunakan teks yang bersifat
naratif, dengan adanya penyajian data,
maka akan memudahkan untuk
memahami apa yang terjadi, dan
merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami
tersebut tahapan selanjutnya adalah
kesimpulan atau verifikasi,
kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, dan akan
mengalami perubahan apabila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan
data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada
tahap awal didukung oleh bukti-bukti
yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan mengumpulkan
data, maka kesimpulan yang
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dikemukakan merupakan kesimpulan
yang kredibel (Miles 1994).

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitiannya Perry dan
Wise, mengungkapkan motivasi
individu yang terdapat dalam
pelayanan sektor publik atau Public
Service Motivation (PSM), yaitu:
Altruisme  (sikap  mementingkan
kepentingan orang lain). Norm-Based
(melayani kepentingan publik
berbasis norma merupakan satu nilai
integral yang menciptakan PSM).
Affective (komitmen terhadap
program publik karena identifikasi
diri sendiri dengan program tersebut)
(Perry and Wise 1990).

Altruisme

Sikap mementingkan kepentingan
orang lain merupakan kebalikan dari
sikap egois, dimana sikap ini selalu
berupaya untuk tidak mengecewakan
orang disekitarnya baik melalui
ucapan maupun perbuatan bahkan
pada kondisi tertentu sikap altruisme
mengabaikan kepentingan diri sendiri
demi untuk membantu orang lain.
Sikap Altruisme sangat dibutuhkan
dalam organisasi pemerintah
khususnya bagi para aparatur negara
karena hakikat dibentuknya sebuah
pemerintahan adalah untuk melayani
masyarakat. Faktor individu
merupakan prediktor yang penting
bagi kinerja organisasi pemerintahan.
Oleh sebab itu, guna meningkatkan
kinerja organisasi pemerintahan,
maka kinerja individual (yang diwakili
dengan aparat pemerintah) juga harus
ditingkatkan (Kim 2004).

“Hasil wawancara dengan Kepala
Pengadilan Negeri Sengkang dan
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Kepala Panitera bahwa dalam upaya
optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri
Sengkang merekrut pegawai tidak
tetap atau honorer untuk memenuhi
rasio antara jumlah pegawai dengan
jumlah  masyarakat yang akan
dilayani”, keberadaan pegawai tidak
tetap di berbagai Instansi di Indonesia
memberi pengaruh yang cukup
signifikan dalam penyampain layanan
bagi masyarakat. Adanya tenaga
honorer sangat membantu
penyelesaian tugas dan pencapaian
tujuan organisasi jika dilaksanakan
dan dikelola dengan benar (Purwoko
2013).

Data Pegawai Honorer Pengadilan
Negeri Sengkang;

Tingkat Jumlah

No.  Jabatan Pendidikan Pegawai

1. Staf S1 10
Pelayanan

2. Satuan SMA 3
Pengamanan

3. Pengemudi SMA 1

Jumlah 14

Sumber Bagian  Kepegawaian
Pengadilan Negeri Sengkang

Terlihat pada tabel di atas bahwa
jumlah  pegawai honorer yang
bertugas pada bagian pelayanan
berjumlah 10 orang dengan latar
belakang pendidikan strata satu (S1)
hal tersebut menjelaskan bahwa
Pengadilan Negeri Sengkang memiliki
standar pendidikan dalam merekrut
pegawai untuk bertugas pada
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
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hal ini merupakan salah satu usaha
untuk memberikan pelayanan terbaik
bagi masyarakat. “Berdasarkan hasil
wawancara dalam proses rekruitmen
pegawai PN Sengkang
mempersyaratkan ~ mereka  yang
memiliki  kualifikasi  yang  baik,
menguasai bidangnya, disiplin serta
mampu mengoperasikan sistem
informasi dan teknologi”. Kemampuan
karyawan  untuk  memanfaatkan
fasilitas, menyusun, menerapkan dan
melaporkan solusi dalam penggunaan
perangkat komputer yang
dikombinasikan dengan kapasitas
komputasi pengguna akhir yang
terkait dengan tugas dapat
mendorong  peningkatan  kinerja
karyawan (Hernita 2018).

Keberadaaan pegawai honorer di
Indonesia merupakan sebuah
fenomena yang cukup miris karena
tidak adanya kejelasan status dan
penghasilan ditambah dengan beban
kerja yang tinggi membuat mereka
berfungsi seperti sukarelawan dan
orang yang terbiasa bekerja sebagai
relawan memiliki sikap altruisme
yang lebih tinggi dibanding orang
yang terbiasa bekerja pada sektor lain.
Relawan adalah individu yang rela
menyumbangkan tenaga atau jasa,
kemampuan dan waktunya tanpa
mendapatkan upah secara finansial
atau tanpa mengharapkan
keuntungan materi dari organisasi
pelayanan yang mengorganisasi suatu
kegiatan tertentu secara formal
(Schroeder, D.A., Penner, L.A., Dovidio,
J.F., & Pillavin, ].A. 1995).

“Menurut Affandi yang
diwawancarai saat pengurusan surat
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keterangan bebas pidana untuk
keperluan melamar pekerjaan,
menyatakan bahwa ketika dia datang
pada jam 12.15 Wita bagian pelayanan
Pengadilan Negeri Sengkang tetap
membuka pelayanan padahal jam
tersebut pada umumnya merupakan
waktu istirahat”. Hal ini
memperlihatkan pegawai memiliki
sikap altruisme yang tinggi karena
tetap mengupayakan memberikan
pelayanan walaupun pada kebiasaan
dan budaya organisasi tertentu jam
12.00 s/d 13.00 merupakan waktu
beristirahat. Motivasi  pelayanan
publik telah digunakan sebagai 'kode’
untuk  altruisme, yang berarti
kemauan individu untuk terlibat
dalam perilaku pengorbanan demi
kemaslahatan masyarakat banyak
tanpa manfaat timbal balik untuk diri
mereka sendiri (Haris, Ap, and Ap
2018). “Hasil wawancara dengan
pihak Pengadilan Negeri Sengkang
menunjukkan bahwa pegawai pada
bagian pelayanan bergiliran untuk
beristirahat sehingga selalu ada staf
yang siap menerima pengunjung

ataupun masyarakat yang
membutuhkan  pelayanan”.  Hasil
penelitian Taufigq Nur Hidayat

mengemukakan bahwa karyawan
sales marketing pada PT. Ekajaya
Motor Malang bebas menentukan
waktu istirahat mereka sesuai dengan
kebutuhan (Hidayat 2020).
Pemberlakuan waktu istirahat secara
bergilir saat ini memang sudah
dikembangkan di berbagai institusi,
hal ini dilakukan semata-mata untuk
selalu memberikan pelayanan prima
kepada pengguna layanan, khusus
untuk Pengadilan Negeri Sengkang
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belum ada regulasi yang mengatur
mengenai waktu istirahat secara
bergilir akan tetapi hal ini
dilaksanakan berdasarkan inisiatif
dari para pegawai.

Salah satu wujud dari sikap
altruisme adalah rasa kepedulian yang
tinggi terhadap orang lain, apabila
wujud altruisme ini dikaji
menggunakan pendekatan pelayanan
maka sikap peduli ini berkaitan
dengan dimensi Responsiveness (daya
tanggap) yaitu sikap tanggap pegawai
dalam memberikan pelayanan yang
dibutuhkan dan dapat menyelesaikan
dengan cepat (Parasuraman,
Zeithaml, and Berry 1988). “Hasil
wawancara menunjukkan bahwa daya
tanggap yang dimiliki pegawai yang
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melaksanakan  sebagian  urusan.
Pendelegasian wewenang diperlukan
untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat
(Kusuma 2013).

Bagan  Struktur
Sengkang;

Organisasi PN

Ketua PN

Wakil Ketua PN

Panitera Sekretaris

1. Panitera Muda Perdata

bertugas di bagian pelayanan cukup 1. Kasubag Umum
. .. . e e . 2. Panitera Muda Pidana 2. Kasubag K i
baik jika dilihat dari sisi menjawab SRR

3. Panitera Muda Hukum 3. Kasubag Perencanaan

kebutuhan masyarakat karena mereka
pro aktif dalam menawarkan bantuan
tetapi hal ini tidak didukung dengan
kecepatan pelayanan karena tidak
adanya waktu tunggu pelayanan yang
jelas, salah satu penyebabnya adalah
pejabat yang berwenang bertanda
tangan belum berada di kantor, solusi
masalah ini dengan pendelegasian
wewenang pada pejabat pada
tingkatan yang lebih rendah yaitu
ketua pengadilan ke panitera atau
sekretaris”. Wewenang adalah hak
seseorang pejabat untuk mengambil
tindakan yang diperlukan agar tugas
serta  tanggungjawabnya dapat
dilaksanakan dengan berhasil baik.

Sedangkan pelimpahan atau
pendelegasian adalah proses
menyerahkan sebagian wewenang
dari pejabat kepada pejabat untuk

Sumber : Kasubag Kepegawaian PN
Sengkang

Struktur organisasi di atas
merupakan jenjang hierarki
wewenang dalam  pengambilan
keputusan dan kebijakan maupun
pendelegasiaan wewenang pada
Pengadilan Negeri Sengkang.

Norm-based

Norm-Based atau berbasis norma
yang bermakna tumbuhnya budaya
dan keinginan untuk melayani
kepentingan publik, merupakan salah
satu indikator dalam motivasi
pelayanan publik sangat penting
untuk terus dikembangkan.
Kepentingan pribadi dan kelompok
kadang berbenturan dengan
kepentingan umum, hal ini yang
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membuat  pembuatan  kebijakan
sektor pemerintahan kadang
memihak kelompok tertentu, hal ini
rentan menjadikan aparat pemerintah
mengabaikan hak-hak dasar
masyarakat terhadap pelayanan
publik, secara ideal orang yang
memilih bekerja pada sektor publik
wajib memiliki norma dasar yaitu
motivasi untuk melayani kepentingan
masyarakat umum dan
mengenyampingkan kepentingan diri
sendiri dan golongan. Pemerintah
idealnya adalah pelayan masyarakat,
mereka dibentuk bukan untuk
melayani dirinya sendiri, tapi untuk
melayani masyarakat dalam rangka
menciptakan kondisi yang membuka
peluang setiap masyarakat untuk
mengembangkan kemampuan dan
kreatifitasnya (Handika and
Rostyaningsih 2020).

“Hasil wawancara dengan Kepala
Pengadilan Negeri Sengkang dan
Kepala  Panitera bahwa dalam
pelaksanaan program Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan
Negeri  Sengkang  menyimpulkan
bahwa norma dasar melayani
kepentingan publik dimiliki pegawai
dianggap cukup tinggi, hal ini terlihat
dari sikap disiplin dalam kehadiran
dan tanggung jawab pada tugas
masing-masing”, Norma diserap dari
bahasa Latin yang berarti pengukur,
kaitannya dengan perilaku pegawai,
norma dapat digunakan sebagai
pedoman bagi perilaku yang
semestinya dalam pelayanan dan
untuk mengukur perilaku pelayanan
yang  diberikan. Norma yang
berkembang sebagai budaya
organisasi bisa berasal dari sebuah
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regulasi, pada Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) PN Sengkang
berdasarkan standar pelayanan yang
tertuang dalam Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI, Nomor
026/KMA/SK/11/2012, menyebutkan
bahwa pelaksana dalam
menyelenggarakan pelayanan publik
harus memegang teguh norma
berperilaku sebagai berikut :

No. Perilaku pelaksana pelayanan
publik

Adil dan tidak diskriminatif;
Cermat;

Santun dan ramabh;

Ll e

Tegas, andal, dan tidak
memberikan  putusan yang
berlarut-larut;

5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;

7.  Patuh pada perintah atasan yang
sah dan wajar;

8. Menjunjung tinggi nilai-nilai
akuntabilitas dan integritas
institusi penyelenggara;

9. Tidak membocorkan informasi
atau dokumen yang wajib
dirahasiakan sesuai dengan

peraturan peradilan dan
perundang-undangan yang
berlaku;

10. Terbuka dan mengambil
langkah yang tepat untuk
menghindari benturan
kepentingan;
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11. Tidak menyalahgunakan sarana
dan prasarana serta fasilitas
pelayanan publik;

12. Tidak memberikan informasi
yang salah atau menyesatkan
dalam menanggapi permintaan
informasi serta proaktif dalam

memenuhi kepentingan
masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan

informasi, jabatan, dan/atau
kewenangan yang dimiliki;
sesuai dengan kepantasan; dan

14. Tidak menyimpang dari
prosedur.
(Agung 2012)

Apabila menganalisis standar
pelayanan yang berlaku di Pengadilan
Negeri, terlihat bahwa hampir semua
poin dalam  standar tersebut
berorientasi kepada pengguna
layanan dalam hal ini masyarakat,
antara lain; adil, santun, tidak
mempersulit, terbuka, proaktif dan
tidak menyimpang, dari poin-poin
tersebut sangat jelas terlihat bahwa
Pengadilan Negeri terus berupaya
memberikan  pelayanan  terbaik
melalui penerapan standar pelayanan
secara konsisten dan berkelanjutan,
untuk memastikan hal tersebut
tentunya perlu dilakukan evaluasi.

“Berdasarkan hasil wawancara
dikemukakan bahwa untuk
memastikan standar pelayanan di atas
dilaksanakan dengan baik oleh para
pegawai PN Sengkang khususnya yang
bertugas pada PTSP maka pada
periode tertentu pihak pimpinan
melakukan  pemantauan  maupun
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evaluasi melalui pengamatan langsung
maupun pemeriksaan buku registrasi
pengunjung kemudian memastikan
semua  pengurusan masyarakat
diselesaikan secepatnya dan jika ada
kendala diupayakan untuk diberikan
solusi sesegera mungkin”. Evaluasi
wajib  dilakukan = pada  setiap
organisasi maupun tiap kegiatan,
evaluasi dilakukan untuk memastikan
apakah pekerjaan telah berjalan
sesuai dengan rencana, melalui
evaluasi pimpinan dapat mengetahui
progres pekerjaan maupun kendala
yang dihadapi pegawai, pada PTSP
Pengadilan Negeri Sengkang evaluasi
dilakukan untuk memastikan
pelayanan kepada masyarakat telah
berjalan sebagaimana mestinya dan
memastikan sesuai dengan standar
pelayanan yang berlaku pada lembaga
peradilan. lebih luas hasil evaluasi
bisa menjadi sarana bagi organisasi
untuk pengelolaan dan pembinaan
pegawai. Perekrutan, seleksi,
pelatihan, evaluasi, pembayaran
kompensasi dan penghargaan adalah
alat yang ampuh untuk
menyelaraskan  pegawai  dengan
strategi organisasi yang mengarah
pada Kkinerja berkelanjutan dalam
jangka panjang (Zaid, Jaaron, and
Talib Bon 2018).

Membangun budaya pelayanan
berbasis norma atau norm-based
selain dapat ditumbuhkan melalui
pemberlakuan aturan maupun
evaluasi yang berkelanjutan, norma
yang berwujud keinginan untuk
melayani kepentingan publik juga
perlu ditingkatkan melalui budaya
organisasi ataupun nilai-nilai yang
dituangkan dalam visi dan misi
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organisasi dan diwujudkan melalui
tindakan anggotanya.

Pengadilan Negeri Sengkang memiliki
visi misi sebagai berikut :

Visi: Terwujudnya Pengadilan
Negeri Sengkang yang

Agung
Misi: 1. Menjaga kemandirian
Pengadilan Negeri

Sengkang

2. Memberikan pelayanan
hukum yang berkeadilan
kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas
kepemimpinan di
Pengadilan Negeri
Sengkang

4. Meningkatkan
kredibilitas dan
transparansi di
Pengadilan Negeri
Sengkang

Sumber Website PN. Sengkang
(Sengkang 2020)

Menganalisis visi dan misi di atas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa
Pengadilan Negeri Sengkang telah
memiliki norma yang berbentuk visi-
misi organisasi, dimana visi-misi
tersebut wajib diimplementasikan
dalam lingkungan kerja sehari-hari
sehingga mampu menjadi roh atau
budaya organisasi yang bermuara
kepada kepentingan masyarakat
khususnya bagi pencari keadilan.

Affective

Komitmen afektif adalah
keterikatan emosional yang dirasakan
anggota kepada organisasi mereka.
Komitmen afektif merupakan

E-ISSN : 2722-5259

JDKP

perasaan “nyaman” dalam organisasi
karena nilai dan prioritas pribadi
sejalan dengan visi dan misi
organisasi, komitmen ini berasal dari
hubungan emosional anggota dengan
organisasinya, anggota memiliki
motivasi tinggi untuk terus bekerja
karena memiliki tujuan dan nilai yang
selaras dengan organisasi (Allen and
Meyer 2013). Komitmen afeksi tinggi
yang dimiliki anggota membuat
mereka konsisten, mendukung penuh
tujuan organisasi dan mengambil
peran dalam kemajuan organisasi
sehingga timbul rasa cinta terhadap
organisasi, affective pada PSM
dimaknai sebagai wujud komitmen
terhadap kebijakan atau program
publik, kebijakan yang dimaksud
adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Negeri
Sengkang.

Indikator =~ komitmen  afektif
menurut Allen dan Meyer adalah
emosional, identifikasi dan
keterlibatan anggota dalam organisasi
(Allen and Meyer 2013). Emosional
adalah sesuatu yang menyentuh
perasaan. Ini bisa berupa ekspresi,
respons, atau wujud apapun tentang
emosi. keadaan emosional selalu
diiringi dengan emosi, sikap
emosional seorang pegawai
diungkapkan dengan kebanggaan
terhadap pekerjaan maupun lembaga
tempatnya bekerja, saat ini peran
media sosial dapat menunjukkan
komitmen afektif seseorang
khususnya indikator emosionalnya,
berdasarkan hasil wawancara dengan
pegawai yang bertugas pada PTSP
Pengadilan Negeri Sengkang,
terungkap bahwa sebagian besar
pegawai mencantumkan pekerjaan
maupun tempat kerjanya yaitu PTSP
maupun Pengadilan Negeri Sengkang
pada profil media sosial mereka, selain
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itu mereka sering mencantumkan
postingan berupa foto-foto yang
berhubungan dengan kegiatan kantor,
hal ini merupakan salah satu wujud
Affective  yaitu rasa cinta dan
kebanggan terhadap organisasi.

Indikator  selanjutnya  untuk
mengetahui komitmen afektif adalah
identifikasi, Identifikasi yang
dimaksud adalah konsep perseptual
yang ada dan dimiliki seorang
pegawai yang dibangun untuk
mencerminkan nilai yang terdapat di
dalam diri karyawan dengan
organisasi. Dalam hal ini, identifikasi
diri adalah tentang "proses kohesi",
yaitu Kketika tingkat identifikasi
organisasi menunjukkan sejauh mana
orang menganggap organisasi sebagai
bagian dari mereka. Dengan demikian,
identifikasi diri merupakan bentuk
keterikatan psikologis yang terjadi
ketika anggota menerima
karakteristik  organisasi  sebagai
karakteristik yang ada dalam
dirinya. (Dutton, Dukerich, and
Harquail 1994).

Berdasarkan hasil wawancara
dengan staf pada PTSP PN Sengkang
diungkapkan bahwa sebagai pegawai
yang bertugas pada lembaga peradilan
sikap dan perilaku pada lingkungan
masyarakat wajib menjadi contoh dan
tauladan yang baik, karena pandangan
masyarakat pada lembaga dengan visi
menjadi lembaga yang agung bisa saja
menjadi negatif apabila pegawainya
juga bersifat negatif, hal yang sama
dibenarkan salah satu unsur pimpinan
Pengadilan Negeri Sengkang bahwa
sikap pegawai sebuah organisasi dapat
menjadi gambaran citra organisasi,
maka dari itu semua Pegawai PN
Sengkang  wajib  menjaga citra
lembaga dengan menjaga sikap pada
lingkungan masyarakat. Saat ini
lembaga pemerintah terus berupaya
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meningkatkan citranya, khususnya di
bidang pelayanan publik. Persepsi
tentang  birokrasi yang masih
mewarisi gaya pelayanan “priyayi”
dari zaman feodal harus terus

dibenahi agar kepercayaan
masyarakat dapat tumbuh dan
masyarakat dapat memiliki

ekspektasi yang tinggi terhadap
kinerja pemerintah, tentunya salah
satu yang terpenting adalah sikap dan
perilaku pejabat pemerintah itu
sendiri  (Syam, Patmasari, and
Anugrah 2021).

Indikator ketiga untuk
mengetahui komitmen afektif anggota
organisasi adalah keterlibatan
karyawan dalam organisasi, menurut
Eka Maslikhah (2018) keterlibatan
pegawai dalam organisasi dapat
diketahui melalui 3 indikator yaitu ; 1.
Vigor (Moral) ditandai dengan
kemampuan fisik dan mental yang
tinggi dalam tugas-tugas
operasional. 2. Dedication (Dedikasi)
dedikasi yang tinggi akan membuat
pekerjaan membuahkan hasil,
menginspirasi, dan menantang. . 3.
Absoprtion (Menyatu)
Karakteristiknya terlihat dari perilaku
pegawai yang memusatkan perhatian
penuh pada pekerjaan mereka. Saat
bekerja mereka sangat fokus dan
menikmati sehingga waktu berlalu
begitu cepat dan merasa tidak mau
meninggalkan pekerjaan sebelum
selesai (Maslikhah 2018).

Berdasarkan hasil wawancara
terkait  indikator  moral  yaitu
kemampuan fisik dan mental dalam
tugas menurut pimpinan Pengadilan
Negeri  Sengkang, pegawai yang
bertugas pada PTSP merupakan staf
yang dipilih dan diseleksi dengan
beberapa kriteria seperti keramahan,
kemampuan dibidang teknologi, ulet
dan pekerja keras, karena mereka akan
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melayani masyarakat dengan berbagai
karakter dan berbagai kepentingan
sehingga dibutuhkan kemampuan fisik
dan mental untuk menghadapi
berbagai kondisi. Sebagai pegawai
yang bertugas di frontliner atau garis
depan pelayanan seorang pegawai
dituntut untuk memiliki kemampuan
melayani, penguasaan terhadap
regulasi dan mental yang kuat karena
tidak menutup kemungkinan akan
menghadapi tekanan yang berasal
dari  keluhan  atau  komplain
penggunan layanan.

Indikator kedua adalah dedikasi,
menurut pegawai yang bertugas pada
PTSP Pengadilan Negeri Sengkang,
bahwa mereka dituntut untuk memiliki
dedikasi terhadap pekerjaan mereka,
karena selain memiliki tantangan dari
pimpinan bahwa setiap urusan pencari
keadilan harus dilayani dengan sebaik-
baiknya dan rentan waktu yang
singkat, tantangan tugas di PTSP juga
bisa berasal dari masyarakat yang
membutuhkan pelayanan yang cepat
dan tepat. Respon dan jaminan
merupakan dimensi pelayanan yang
saat ini wajib dipenuhi oleh organisasi
pelayanan publik, selain kecepatan
dan ketepatan pelayanan, organisasi
juga wajib memiliki jaminan bahwa
pelayanan yang mereka berikan
terpercaya, dapat dipertanggung
jawabkan dan sesuai dengan regulasi
dan undang-undang yang berlaku.

Indikator ketiga adalah
Absoprtion (Menyatu)
Karakteristiknya terlihat dari perilaku
pegawai yang memusatkan perhatian
penuh pada pekerjaan mereka,
menurut pegawai PTSP PN Sengkang,
dalam etika pelayanan walaupun tidak
diatur secara tertulis seorang pegawai
yang sedang melayani masyarakat
harus  fokus dan tidak  boleh
mengabaikan atau berbincang dengan
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pegawai lain, bersikap sopan dan
ramah, begitu pula dengan pekerjaan
setiap staf memiliki tugas dan sub
tugas masing-masing sehingga mereka
bertanggung jawab penuh pada pada
tugas mereka sampai selesai. Pegawai
yang bertugas pada unit pelayanan
publik wajib memiliki etika dalam
pelayanan, salah satu  wujud
mendasar etika tersebut adalah fokus
pada pengguna layanan, memberikan
perhatian penuh dan berempati

apabila pengguna layanan
mengajukan  keluhan.  Birokrasi
merupakan jembatan antara
kepentingan negara dan kepentingan
masyarakat, sehingga pelayanan
publik sebagai salah satu tugas
birokrasi harus memberikan

kenyamanan dan terus berupaya
membangun kepercayaan warga
negara terhadap negara. Harapan
masyarakat yaitu bersikap ramah dan
bersahabat (Supriadi, Erna, and Syam
2021).

Kesimpulan

Public Service Motivation (PSM)
pada Kebijakan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri
Sengkang, dapat ditarik kesimpulan
dari 3 dimensi yaitu; 1. Altruisme,
yaitu sikap mementingkan
kepentingan publik, dari dimensi ini
terlihat kebijakan yang berlaku dan
pegawai yang bertugas di PTSP
memiliki sikap altruisme, karena
mereka memiliki jiwa sukarelawan,
respon yang tinggi dan jam istirahat
yang bergiliran sehingga pelayanan
dapat terus berjalan, kendala pada
dimensi adalah pejabat yang tidak
selalu berada ditempat akan tetapi
dilakukan pendelegasian wewenang
pada kondisi tertentu. 2. Norm-Based,
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yaitu pelayanan berbasis norma,
regulasi yang berlaku dan wajib
diterapkan pada PTSP adalah Standar
pelayanan berdasarkan keputusan MA
No. 026/KMA/SK/11/2012 dan visi-
misi PN Sengkang, dimana untuk
memastikan pelaksanaan regulasi dan
norma tersebut dilakukan evaluasi
oleh unsur pimpinan PN Sengkang. 3.
Affective atau komitmen emosional
diwujudkan dengan rasa cinta dan
kebanggaan terhadap organisasi, hal
ini diwujudkan oleh pegawai PTSP
dengan menggunakan media sosial
yaitu dengan mencamtumkan
pekerjaan maupun kegiatan kantor
pada media sosial mereka, komitmen
afektif juga ditunjukkan melalui
kemampuan fisik dan mental
menghadapi tekanan dan tantangan
pekerjaan baik dari pimpinan maupun
masyarakat, dalam segala kondisi
bersikap ramah dan fokus pada
pelayanan  kepada = masyarakat.
Penelitian lanjutan dibutuhkan terkait
implementasi PTSP PN Sengkang
khususnya dari sudut pandang
masyarakat, karena pada penelitian
ini informan dari unsur masyarakat

tidak  bisa  digunakan  untuk
menggeneralisir pendapat
masyarakat  terhadap  kebijakan
tersebut.
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